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ABSTRAK 

 

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan 

mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, 

tujuannya untuk menemukan tersangka. Penyidikan ditekankan pada proses 

pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya. Sehingga bisa diketahui 

siapa tersangka atau pelaku tindak pidana. 

Masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan 

dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsekta 

Bukit Raya Pekanbaru dan apa saja hambatan dari proses penyidikan tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Dengan sifat 

penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara terperinci yang 

bermaksud memberikan gambaran dan melukiskan secara lengkap tentang proses 

penyidikan dalam tindak pidana pencurian di wilayah Hukum Polsekta Bukit 

Raya Pekanbaru. 

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor penyebab 

pelaku melakukan kejahatan pencurian, yaitu: faktor intern (Pendidikan, kurang 

atau lemahnya iman), faktor ekstern (ekonomi, lingkungan yang salah, pergaulan 

yang salah dan faktor obat-obatan terlarang).  

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Pencurian, Hambatan 
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ABSTRACT 

An investigation is a series of actions carried out by seeking and collecting 

evidence which shows the elements of a criminal act, the aim is to find the 

suspect. The investigation emphasizes the process of searching and gathering 

evidence of criminal acts. So that it can be known who the suspect or perpetrator 

of a crime is. 

The main problem of this study is how the investigation process in the 

crime of theft with weights in the Bukit Raya Pekanbaru Police area is and what 

are the obstacles to the investigation process. The research method used in this 

research is sociological legal research by conducting direct interviews. The nature 

of this research is descriptive, that is, it describes in detail which intends to 

provide a complete description and description of the investigation process in the 

crime of theft in the area of the Bukit Raya Pekanbaru Police. 

The results of the research that the authors get, there are several factors 

that cause the perpetrators to commit the crime of theft, namely: internal factors 

(education, lack of or weak faith), external factors (economy, wrong environment, 

wrong association and illegal drugs). 

The countermeasures carried out by the Bukit Raya Pekanbaru Police are 

by means of preventive countermeasures, namely how to limit the space for 

criminals so that they do not take their actions in the sense that anticipation can 

start from socializing the law to the community and providing understanding to 

obey the law and carry out patrols in places that are safe. vulnerable. 

Keywords: Investigation, Theft, Barriers 
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BAB I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis 

manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. 

Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang 

merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat 

atau perbuatan yang melanggar hukum maupun melanggar norma-norma yang 

berlaku di masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan 

dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang 

melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.1 

Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari sejarah manusia. Hal ini 

bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, terutama pada saat bencana alam. Pada 

saat bencana orang dalam kondisi panic dan membuka peluang bagi orang lain 

untuk melakukan niat jahatnya. Niat jahat yang dilakukan oleh seseorang 

terhadap orang lain dapat membuat kerugian bagi seseorang tersebut, hal ini 

tidak terlepas dari kesempatan yang dia miliki saat bencana tersebut. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

1  
Adami chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002). 

2   Boyoh Masyelina, Indepedensi Hakim Dalam Memutus Perkara Berdasarkan Kebenaran Materiil, Jurnal Lex Crimen. 
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Jika terkait dengan tindak pidana yang timbul maka yang memerankan 

penting dalam memberikan kontrol social atau ketertiban adalah hukum 

pidana, sedangkan cita-cita hukum pidana itu sendiri merupakan penerapan 

asas penerapan materiil yaitu kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta 

hukum.2 

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum. 

Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum 

yang ada di Indonesia adalah hukum yang didasari dari Pancasila. Oleh karena 

itu, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. 

Hal ini juga ditunjukan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang 

menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal 

ini, kedua tujuan negara tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

rangka penegakan hukum nasional. Suatu negara dapat dikatakan sebagai 

negara hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut : 3 

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 

 

2. Peradilan yang bebas dari intervensi dan netral; dan 

 

3. Jaminan kepastian hukum. 

 

Hukum sebagai suatu sistem baru dapat berperan dengan baik apabila 

instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenangan yang berfungsi untuk 
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penegakan hukum. Ada 3 (tiga) unsur yang akan menentukan 

berjalannya suatu sistem hukum yaitu : 4 

1. Substansi hukum; 

 

2. Struktur hukum; dan 

 

3. Budaya hukum 

 

Untuk menerapkan hukum pidana disuatu negara, maka diperlukan suatu 

bidang keilmuan yaitu ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dapat diartikan 

dengan ilmu yang mempelajari hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian 

dari norma hukum se2ndiri memiliki peranan dalam menciptakan tatanan yang 

ada dimasyarakat di samping norma-norma yang lain. Hukum pidana di 

Indonesia sendiri telah melalui sejarah panjang sejak masa penjajahan 

kolonial Hindia Belanda yang dalam perkembangannya, ketentuan hukum 

pidana di Indonesia dikodifikasikan menjadi satu kesatuan dalam bentuk 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 

1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya 

yang diatur dalam KUHP adalah mengenai tindak pencurian. Walaupun sudah 

ada ketentuan yang mengatur mengenai tindak kejatahan yang terjadi di 

masyarakat, namun antara tersebut nampaknya belum dapat menjamin 

terlindungnya kepentingan orang banyak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3   Kaelani, Pendidikan Kewarganegaraaan, Paradigma, Yogyakarta, 2010. 

4. Moh.Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009. 

5. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta, Rineke Cipta 2008). 
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Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk 

menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut. Pengenaan hukum pidana ini, 

adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah social termasuk 

dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya 

adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka 

kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan social, 

yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 5 

Banyaknya pencurian cenderung mengalami pergeseran kearah pencurian 

dengan menggunakan kekerasan fisik dan sering berakhir dengan kematian 

bagi si korban. Hal ini perlu disikapi secara serius oleh aparat kepolisian 

dalam mengurangi dan menanggulanginya, agar dapat terhindar dari kejahatan 

yang berkepanjangan.6 

Tugas pokok hukum pidana adalah menciptakan ketertiban yang 

merupakan syarat dasar bagi keberadaan masyarakat yang tertib, seingga 

dapat terwujud dalam masyarakat dan berupaya memberikan kepastian 

hukum. 
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Esensi kepastian hukum tentang bagaimana masyarakat menyelesaikan 

masalahn3ya. Intinya, ini tentang bagaimana warga negara menyelesaikan 

masalah hukum, dan peran atau penggunaan lembaga hukum di masyarakat. 7 

Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari sejarah manusia. Hal ini 

biasa terjadi kapan saja , terutama pada saat bencana alam. Pada saat bencana 

alam. 

Pada saat bencana orang dalam kondisi panik dan membuka peluang bagi 

orang lain untuk melakukan niat jahat nya. Niat jahat yang dilakukan 

seseorang terhadap orang lain, hal ini tidak terlepas dari peluang dan 

kesempatan yang dia miliki saat bencana.Ketika bencana terjadi orang 

meninnggalkan tempat tinggalnya mengungsi ketempatlain sehingga benda 

atau barang mereka tidak ada yang menjaga.Kondisi seperti ini sangat 

mendukung aksi pencurian. Perilaku demikian apabila di tinjau dari 

segihukum tentunya ada perilaku yang dapat di kategorikan sesuai dengan 

norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma (Hukum) yang 

berlaku, tidak menjadi masalah. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Andi Takdir Djufri, Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Mengurangi Pencurian Dengan Kekerasan di 

Wilayah Polres Palopo. 
7  Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV. Rajawali 1980. 
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Pencurian yang terjadi pada saat bencana termasuk dalam pencurian 

dengan pemberatan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan “Diancam dengan 

pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu pencurian pada saat kebakaran, 

letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, 

kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau 

bahaya perang.” 8 

Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan 

permasalahan di bidang hukum dengan merugikan masyarakat. 

Pencurian sangat berkaitan dengan kepentingan public, yang dimana 

tindakan ini sangat merugikan hak-hak masyarakat secara umum, khususnya 

hak kepemilikan harta atau benda bagi seseorang. 9 

Kejahatan (crime) merupakan tingkah laku yang mela4nggar hukum dan 

melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam 

konteks sosial, kejahatan merupakan kejadian atau fenomena sosial yang 

terjadi pada setiap tempat dan waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
8 Ulil Absar, Tindak Pidana Pencurian, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang. 

 9 Moch As’at Sa, Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur, 

Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia. 



7  

 

 

Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan bagi suatu 

masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi 

masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia pada masa lalu, kini 

dan di masa yang akan mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan 

sebagai a universal phenomenon. 

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi 

msalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu 

diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari 

semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus 

diidentifikasikan agar dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan terencana.10 

Terkait dengan pengaturan hukum pidana, Indonesia me5miliki Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk peraturan 

yang berlaku di Indonesia. 

Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling 

sering terjadi dan meresahkan masyarakat. KUHP yang berlaku di Indonesia 

mengenal ada 4 (empat) jenis pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian 

dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam 

keluarga. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

10 Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, Jurnal Hukum 

Kaidah. 
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Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dimana 

berbunyi “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya 

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak 

sembilan ratus rupiah.” 

Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 yang dimana 

berbunyi “Dengan memperberat ancaman pidana penjara dari 9 tahun 

menjadi 12 tahun, yaitu jika pencurian dengan kekerasan tersebut 

dilakukan dengan salah satu dari 4 unsur dalam Pasal 365.” 

Sedangkan Pencurian dalam Keluarga diatur dalam Pasal 367 ayat 

(2), yang berbunyi “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan 

ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga 

sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis 

menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin 

diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.” 

Dalam peneltian ini, penulis akan meneliti mengenai tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan. 

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pencurian dengan 

pemberatan juga sering disebut dalam Bahasa Belanda dengan sebutan 

gequalificeerde distal 
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. Saat ini, di Indonesia masih banyak terjadi tindak kriminal. 

Berdasarkan data yang di ambil dari Polsekta Bukit Raya Pekanbaru 

menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian kejahatan pencurian dengan 

pemberatan cenderung naik turun, khususnya di wilayah Pekanbaru. 

Ada beberapa kasus pencurian yang pernah terjadi di wilayah Bukit 

Raya Pekanbaru pada tahun 2019 - 2020, yang dimana masih sering 

terjadi pelaku pencurian ini tidak dapat tertangkap oleh pihak 

kepolisian. Kasus pencurian ini dilakukan bukan hanya oleh orang 

dewasa saja, melainkan pelaku pencurian dengan pemberatan ini bisa 

saja dilakukan oleh anak dibawah umur. 

Berikut data perbandingan dari berbagai kasus pencurian yang di 

peroleh langsung dari Polsekta Bukit raya dari tahun 2019 - 2020, yaitu: 

 

KASUS 

JTP PTP P.21 SELESAI 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Pencurian 

dengan 

Pemberatan 

 
 

51 

 
 

46 

 
 

38 

 
 

29 

 
 

33 

 
 

20 

 
 

1 

 
 

2 

Tabel 1.1 

Sumber: Polsekta Bukit Raya Pekanbaru
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Dari data perbandingan di atas tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan mengalami naik turun, seiring dengan pergantian tahun. 

Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini selain dilakukan 

oleh orang dewasa, anak di bawah umur terkadang juga bisa melakukan 

tindak pidana pencurian tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Penyidik Kepolisian 

tingkat Polsekta Bukit Raya, bahwa terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinyavtidak pidana pencurian dengan pemberatan di 

masyarakat yakni adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan dan kurang 

atau lemahnya iman. 

Faktor ekonomi maksudnya adalah ekonomi yang kurang atau 

pelaku merupakan orang yang kurang mampu dimana kekurangan 

ekonomi tadilah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 

menggunakan cara yang salah, salah satunya dengan melakukan tindak 

pidana pencurian. 

Faktor pendidikan yakni merupakan salah satu faktor pendorong 

seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu 

disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-

hal seperti aturan atau cara dalam hidup bermasyarakat. “Tingkat 

pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan 

merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik 

dan mana yang buruk.
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 Dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut 

memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian 

tertentu. 

Sedangkan faktor kurang atau lemahnya iman adalah karena 

kurangnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT 

sehingga membuat perilaku dan perbuatan dari pelaku yang tidak 

mencerminkan nilai-nilai kebaikan. 

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 

anak sudah sering terjadi, terutama di wilayah perkotaan yang sarat 

dengan problematik kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Kondisi 

yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, 

sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak 

hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. 

Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit diharapkan untuk dapat 

mencegah anak melakukann tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan. 

Dalam hubungan tersebut maka ada anggapan atau pendugaan 

lebih jauh bahwa: Perubahan sifat yang dimaksud dapat dilihat dari 

kaitannya dengan penggeseran yang membutuhkan keterampilan 

khusus seperti dalam pencurian dengan pemberatan yang dilakukan 

oleh seorang pelaku, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan 

yaitu yang mana seperti kita ketahui bahwasanya kejahatan pencurian 

pada umumnya dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara 

fisik dan bahkan sampai menyebabkan 
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hilang nya nyawa dari orang lain dan sekarang ini jenis kejahatan 

pencurian sifatnya berbanding terbalik dengan seperti yang penulis 

sebutkan diatas yakni dengan kearah kejahatan yang menggunakan 

keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas 

berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu 

sebagai sesuatu yang harus diantisipasi dalam penegak hukum, 

penanggulangan hukum serta dicari pemecah permasalahannya. 

Namun, sebelum mencapai permasalahan itu dapat dilihat dari 

dalam masyarakat masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah 

mendapat pidana atau pidana yang tidak sesuai dengan kesalahannya. 

Kondisi ini sangat memperihatinkan dan menuntut kita semua, 

termasuk untuk penulis tersendiri dan khususnya bagi para penegak 

hukum di negeri ini agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman 

dan keterampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya. 

Namun demikian, sudah ada penelitian sebelumnya, seperti : 

 

1. “Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan 

Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru.” 

2. Tinjauan Kriminologi terhadap Pencurian dengan Pemberatan 

berdasarkan Pasal 363 KUHP, Jurnal Qosidatun Nikmah, 

Fakultas Hukum UNISSULA, 2017. 

3. Kajian Yuridis terhadap Kasus Pencurian dengan Pemberatan 

pada Putusan No. 164/Pid.B/2015/ PN. SKT. 
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Untuk itu penulis mengajukan judul, dari masalah yang berbeda 

dari penelitian sebelumnya, yaitu “Tinjauan Terhadap Proses 

Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di 

Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya Pekanbaru” 

 

 

B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini 

menetapkan beberapa masalah yang akan di bahas dalam penelitian 

ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana Penyidikan Hukum terhadap pelaku tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polsekta Bukit 

Raya? 

b. Apa Hambatan dalam Penyidikan Hukum terhadap pelaku tindak 

pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polsekta 

Bukit Raya? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, 

maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui mengenai upaya yang dilakukan Pihak 

Kepolisian dalam Penyidikan Hukum Tindak Pidana Pencurian 

dengan Pemberatan. 
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b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam 

Penyidikan Hukum dalam kasus Tindak Pidana Pencurian dengan 

Pemberatan. 

1. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah : 

 

a. Sebagai referensi bagi penulis dalam pengetahuan ilmu hukum 

pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum pidana yang 

berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam mengatasi 

maraknya kasus pencurian dengan pemberatan 

b. Sebagai cara memberi bantuan dalam proses penegakan hukum 

pidana khususnya terkait kasus tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan. 

  D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Teori Negara Hukum 

 

Berbicara tentang tindak pidana maka tidak dapat dilepaskan 

dengan pertanggungjawaban pidananya karena pertanggungjawaban 

pidana (criminal responsibility) include dalam unsur kesalahan sebagai 

unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang harus 

dibuktikan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya dihadapan hukum. Jika tidak dapat dibuktikan maka ketika 

seseorang melakukan suatu perbuatan yang sudah terbukti melawan 

hukum belum tentu dapat dikenakan sanksi pidana jika unsur kesalahan 
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tidak terbukti dan ini artinya pelaku tersebut tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. 11 

Dengan perkembangan zaman modern sekarang ini, tingkat 

persaingan hidup yang begitu tinggi sehingga kejahatan dapat dipicu 

kapanpun dan dimanapun. Upaya yang diperoleh dari hal tersebut adalah 

dapat mencegah dan mengurangi kejahatan yang terjadi di sekitar 

masyarakat. Dari segi hukum, ketentuan tentang tindak pidana kejahatan 

telah diatur dalam ketentuan hukum yaitu didalam KUHP yang kemudian 

sebagai hukum pidana materiilnya dan di dalam KUHP yang kemudian 

dijadikan sebagai hukum pidana formil (tata aturan pelaksanaannya).. 

Kejahatan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dirasakan 

secara langsung oleh masyarakat, walaupun perbuatan tersebut tidak 

dapat dinyatakan sebagai bentuk tindak pidana dalam undang-undang 

(hukum tertulis), dalam artian perbuatan tersebut dirasakan masyarakat 

telah mencederai rasa keadilan. Meski belum ada undang-undang yang 

mengaturnya, namun perilaku tersebut harus dikutuk berdasarkan nilai- 

nilai yang masih ada di masyarakat. 12 

Hukum Acara Pidana adalah rangkaian aturan hukum untuk 

menentukan aturan hukum yang ditetapkan sebelum pelanggaran hukum 

oleh orang yang bersangkutan sebelum terjadinya perbuatan melawan 

hukum. Aturan hukum tersebut menentukan bagaimana membawa 

perkara pidana ke pengadilan dan bagaimana menjatuhkan hukumannya 

oleh hakim.13 



16  

Tujuan dari tindak pidana yang dikemukakan dalam KUHP adalah 

untuk mencari kebenaran dan menemukan suatu jenis tindak pidana atau 

paling tidak untuk dapat meggunakan kebenaran materiil, yaitu dengan 

penaplikasikan fakta-fakta yang diatur dalam KUHP dalam perkara 

pidana, dan selalu bertujuan untuk mencari tahu siapa pelaku yang bisa 

didakwakan karena telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Setelah 

pelaku didakwa melakukan tindak pidana, prosedur selanjutnya 

mengharuskan pengadilan untuk memeriksa apakah suatu tindak pidana 

yang didakwakan telah terbukti atau malah sebaliknya yakni didakwa 

atau tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.14 

Menurut Moeljatno, mengutip pandangan dari Enschede Heijder 

tentang hukum pidana sistematis, penjelasan tindak pidana dalam bentuk 

materiil dan hukum pidana formil, Tindak pidana merupakan sebagian 

dari pada bagian hukum yang ditetapkan pada suatu negara untuk 

menjadikan dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan perbuatan yang manakah dari belum boleh dilakukan 

yang telah dilanggar,yang disertakan dengan tindakan dan sanksi 

yang kemudian dapat menjadi delik dalam tindak pidana itu bagi 

siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut. 

2. Mementukan kapan atau dalam hal apakah pada diri seseorang 

yang jika melanggar tersebut dapat diberikan ataupun dijatuhkan 

pidana yang mana telah diancam kepadanya. 
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3. Bagaimanakah cara pengenaan pidana tersebut dapat dijatuhkan 

jika ada seseorang yang disangkakan melanggar aturan hukum 

tersebut. 

Menurut Moeljatno, “tindak pidana materiil terdapat pada butir 1 

dan butir 2, sedangkan hukum pidana formilnya terdapat pada butir 3”.15 

Pada hakikatnya tindak pidana harus mengandung unsur-unsur akibat 

perbuatan tertentu, termasuk perbuatan dan akibatnya. Oleh karena 

itu,suatu perbuatan termasuk tindak pidana dan harus mempunyai unsur 

dan unsur tindak pidana yaitu: 

a. Perilaku dan akibat 

 

b. Peristiwa atau keadaan yang menyertai tindakan perbuatan 

tersebut 

c. Keadaan tambahan yang dapat memberatkan pidana 

 

d. Unsur dari melawan hukum yang objektif 

 

e. Unsur dari melawan hukum yang subjektif 

 

Jika dilihat dalam KUHP pencurian termasuk kedalam kejahatan 

mengenai harta benda yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang 

berbunyi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah”. 16 
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Pada pasal 363 KUHP membahas tindakan pidana pencurian dengan 

pemberatan dimana menunjuk pada suatu tindak pidana kejahatan 

pencurian yang dilakukan melalui cara-cara tertntu atau dalam keadaan- 

keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya pula dapat 

diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa. 

Pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang diatur dalam 

Pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana pencurian berat, dan bentuk 

utama pencurian harus dibuktikan terlebih dahulu. Dihukum maksimal 

tujuh tahun penjara. Dalam hasil ini, ada beberapa hal yang tidak sesuai 

dengan prinsip. Pasal 364 KUHP membahas tentang pencurian ringan, 

jika nilai barang yang diicuri tidak melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima 

puluh rupiah) berarti pasal ini merupakan pasal tidur dan menunggu 

hukum untuk mengubahnya agar sesuai dengan ketentuan yang aturan 

hukum yang sekarang. Misal, nilai rupiah saat ini dinaikkan 10.000 kali 

lipat menjadi 2 juta rupiah.17 

Suatu tindak pidana pencurian dapat di6katakan apabila seseorang 

mengambil secara paksa benda atau barang yang bukan milik mereka 

dengan niat untuk memiliki benda atau barang tersebut. Namun, di dalam 

pembahasan tindak pidana pencurian ini, penulis akan membahas 

beberapa perbedaan antara pencurian dengan penggelapan, penipuan 

serta pemberatan. 

 

 
 

17 Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) 2017. 
18  Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
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Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan 

pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan 

ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian ini diperberat ancaman 

pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan 

kualifikasi (gegualificeerd diefstal).18 

Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian 

dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada 

obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan 

dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.19 

Pencurian dengan pemberatan dapat dikategorikan apabila 

pencurian tersebut terjadi di malam hari yaitu dimulai dari pukul 16.00 

sampai dengan pukul 06.00 pagi. Selain itu, pencurian dengan 

pemberatan dapat dikategorikan apabila terjadi suatu bencana alam 

seperti banjir, gempa bumi, longsor, kebakaran, kemudian seseorang 

mengambil kesempatan untuk melakukan pencurian atau mengambil 

barang milik orang lain dengan niat menguntungkan diri nya sendiri, 

namun merugikan bagi orang lain.7 

Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan merupakan suatu ajaran 

sifat melawan hukum secara formal. Artinya bahwa apabila suatu 

perbuatan telah memenuhi unsur yang termuat dalam rumusan delik, 

dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik). 20 

 

19 Sudarsono, 2017 
20 Sapardjadja, 2002 
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Kerangka teori memuat uraian yang sistematis yang saling 

berkaitan yang bersumber dari buku yang memuat teori, konsep maupun 

pendekatan terkait dengan penelitian yang akan diteliti. 

2. Teori Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum secara konkret memiliki pengertian yaitu 

berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut 

dipatuhi. Penegakan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

yaitu penegakan hukum in abstracto dan penegakan hukum in concreto. 

Penegakan hukum in concreto adalah penegakan hukum dimana aturan 

hukum diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang konkret di 

dalam masyarakat. Sedangkan penegakan hukum in abstracto merupakan 

penegakan hukum yang dilakukan dengan cara membentuk suatu aturan 

hukum. Kunci dari suatu penegakan hukum terdiri dari 3 (tiga) faktor 

yaitu struktur hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Terkait struktur 

hukum: Reformasi internal lembaga penegak hukum harus dilakukan 

secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan. 

Upaya pembenahan institusi hukum dari mafia peradilan mutlak 

dilaksanakan segera. Penegak hukum bersama-sama dengan hakim dan 

advokat harus dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, 

sehingga mengakibatkan kepercayaan publik meningkat Terkait aturan 

hukum: Penyusunan dan pembentukan undang- undang dan 

perkembangan hukum kebiasaan harus serasi dengan kebutuhan 

masyarakat, harus objektif dan tidak mendiksriminiasi. 
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Sistem hukum yang baik akan memaksa aparat penegak hukum untuk 

bekerja dengan jujur, efektif, dan efisien yang pada akhirnya akan 

mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas pula. Kinerja aparat 

penegak hukum yang baik akan menjadi teladan bagi masyarakat. 

Terkait budaya hukum: kesadaran publik terhadap hukum (termasuk 

di dalamnya sikap anti-korupsi dan pelajaran budi pekerti) harus 

ditingkatkan, bahkan harus diajarkan sejak dini di dalam lingkup 

keluarga, termasuk bagaimana seorang warga negara memiliki hak dan 

kewajiban masing-masing yang harus dijalankan. Dari sisi pemerintah 

harus ada tindakan yang dapat menciptakan masyarakat yang taat 

(tunduk) terhadap hukum dan hormat kepada hukum (law abiding- 

society) bukan karena takut kepada penegak hukum tapi karena 

kesadaran diri sendiri. Contohnya dapat berupa sosialisasi atau 

penyuluhan-penyuluhan hukum terkait ketertiban, disiplin, ketentraman, 

kepastian hukum, toleransi, menolak keserakahan, dan sebagainya, yang 

dapat membuat masyarakat lebih aware terhadap hukum. 

Pemerintah diharapkan agar tidak hanya fokus terhadap pembentukan 

undang-undang, tapi melupakan perbaikan budaya hukum 

masyarakatnya. Dalam jangka panjang sistem pendidikan bisa 

disesuaikan atau ditambahkan pendekatan yang lebih menanamkan 

kedisiplinan di dalam kehidupan sehari-hari. 
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Dimulai dari hal dasar seperti mematuhi rambu lalu lintas, membuang 

sampah pada tempatnya, menyeberang di zebra cross atau jembatan 

penyeberangan, memelihara lingkungan hidup, hingga hal yang lebih 

besar seperti tidak KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan selalu 

menghormati HAM orang lain. 

Penanggulangan Kejahatan Barda Nawawi Arief mengemukakan 

metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat 

adalah dengan 2 (dua) cara yaitu: 

a. Jalur“penal” atau melalui hukum pidana. Upaya ini dapat juga disebut 

sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan 

yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi. 

Penanggulangan dengan cara ini bertujuan untuk menindak pelaku dan 

menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka 

lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan 

masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan 

berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya. Penanggulangan 

kejahatan secara represif ini dapat dilakukan dengann cara-cara 

sebagai berikut: 

b. Penyidikan 

 

Istilah penyidikan memiliki penyebutan yang berbeda-beda di setiap 

negara opsoring (Belanda) dan investigation (Inggris) ataupun 

penyiasatan (Malaysia). 
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KUHAP yang ada di Indonesia memeberikan pengertian penyidikan 

adalah sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi” 

Bagian hukum acara pidana yang termasuk kedalam penyidikan adalah 

sebagai berikut: 

a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik; 

 

b. Ketentuan tentang diketahui delik; 

 

c. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara; 

 

d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa 

 

e. Penahanan sementara 

 

f. Penggeledahan 

 

g. Pemeriksaan 

 

h. Berita Acara 

 

i. Penyitaan 

 

j. Penyampingan perkara 

 

k. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya 

kepada penyidik untuk diperbaiki 

1. Upaya Preventif 

 

Upaya ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu 

tindak kejahatan. 
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Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat 

dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh 

masyarakat secara umum. Menurut Barnest dan Testers cara-cara dalam 

menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut : 

a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan untuk mengembangkan 

dorongan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku 

seseorang ke perbuatan jahat; 

b. Memusatkan perhatian kepada individu yang menunjukkan potensi 

kriminal atau sosial, walaupun potensi tersebut disebabkan oleh 

gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan 

sosial ekonomis yang cukup baik. 

Dari pendapat di atas, kita dapat mengetahui bahwa upaya preventif 

untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menciptakan 

kondisi ekonomi,lingkunan, juga budaya masyarakat yang positif dan 

dinamis untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial yang dapat 

memunculkan tindak kriminal. 

Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pencurian 

dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi : 

1)Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun : 

a. Pencurian ternak. 
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b. Pencurian pada waktu ada kebakaran ,letusan banjir, gempa 

bumi,gempa laut, gunung meletus ,kapal karam, kapal 

terdampar,kecelakaan kereta api,huru-hara,pemberontakan atau bahaya 

perang; 

c. 183 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya 

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yag berhak; 

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu; 

 

e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk 

sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, 

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci 

palsu,perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu 

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah satu 

tersebut ke 4 dan 5,maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 

(Sembilan) tahun; 

Pengertian Pencurian 

 

Definisi dari pencurian terdapat dalam Paal 362 KUHP yang berbunyi : 

“Barangsiapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. 



26  

E. Konsep Operasional 

 

Dalam konsep operasional ini penulis memberikan batas-batas yang 

berhubungan dengan judul dari Research Proposal ini, yakni Tinjauan 

Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan 

Pemberatan di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya Pekanbaru. 

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 21 

Menurut M. Nurul Huda tindak pidana merupakan : “Delik melawan 

hukum yang dapat diartikan dengan sengaja oleh seorang yang masih 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang telah 

dinyatakan8 sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.22 

Analisis yuridis yaitu perbuatan ketika memeriksa dan mendobrak 

bagian di bagian masalah supaya di uji makin jauh bersama setelah 

menghubungkan bersama hukum, asas hukum dengan norma hukum yang 

ada semacam pemecahan persoalannya. 23 

Terutama kasus pencurian yang terjadi pada tahun 2019 2020 yang 

dimana tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki jumlah kasus 

yang berbeda ialah sebanyak 51 kasus di tahun 2019 dan 46 kasus di tahun 

2020 yang terjadi di wilayah Bukit Raya. 

 

 

 

 

 

 

 

21 Soerjono Soekanto, Hukum dalam Masyarakat, CV. Rajawali, 1993. 
22  M. Nurul Huda, Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana, Uir Press, Pekanbaru 2012. 
23   Nasution 2008 
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F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian ialah sebuah langkah dalam penelitian supaya 

menyelidiki sesuatu bisa untukmencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Metode yang digunakan dalam meneliti adalah sebagai berikut: 

 
 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 

Menurut jenisnya, penelitian ini terbagi dalam jenis peneltian hukum 

yaitu observasional, yaitu melalui investigasi, artinyaa melakukan penelitian 

secara langsung ke lokasi penelitian tersebut. Sedangkan dilihat dari sifat, 

penelitian ini bersifat deskriptif. Yaitu menulis fakta yang diteliti di 

lapangan tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana 

Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya. 

 
 

2. Lokasi Peneltian 

 

Tempat pengkajian atau penelitian ini dilakukan di wilayah Bukit 

Raya, karena di wilayah Bukit Raya bisa dikatakan sebagai wilayah yang 

dimana perkembangan perumahannya sangat pesat, sehingga dari lokasi 

tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana Penegak Hukum dapat 

mengatasi masalah atau kasus tersebut 

3. Populasi dan Sampel 

 

Populasi merupakan kumpulan objek yang akan diteliti sesuai dengan 

lokasi penelitian yang ditentukan oleh penulis. 
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Sampel merupakan sebagian dari populasi dan seluruh objek 

peneltian dapat dipilih untuk memudahkan penemuan penelitian. oleh 

karena itu, populasi dan sampel peneltian ini adalah sebagai berikut: 

NO. Sampel Responden Keterangan 

 
 

1. 

 
 

Penyidik 

 
 

1 

Kanit Reskrim 

Polsekta Bukit 

Raya 

 

 

2. 

 

 

Pelaku 

 

 

1 

Tersangka Pelaku 

Pidana Pencurian 

dengan 

Pemberatan 

 
 

3. 

 
 

Korban 

 
 

1 

Korban Pencurian 

dengan 

Pemberatan 

Tabel 2.2 

Sumber data olahan pada tahun 2021 

 

Mengingat sampelnyanya terlalu kecil maka penulis mengambil seluruh 

sampel sebagai responden dan penulis menggunakan metode sensus. 

 
 

4. Jenis Data & Sumber Data 

 

Pada dasarnya data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi dua jenis data, yaitu: 
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1. Data primer: “Yaitu data yang diambil langsug dari para 

responden dengan menggunakan alat pengumpul data berupa 

kuisioner. 

2. Data sekunder: “Yaitu data yang di ambil dari bahan bacaan 

maupun literatur panduan, seperti: 

a. KUHP 

 

b. Buku-Buku Hukum. 

c. Bahan pendukung lain yang terkait dengan penelitian ini, 

antara lain bentuk tertulis maupun bentuk laporan, atau 

laporan yang sudah ada dalam daftar maupun yang telah 

dibukukan mengenai terkait dalam hal penelitian ini. 

 
 

5. Alat Pengumpul Data 

 

Adapun cara yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini seperti melalui wawancara dan dokumentasi. 

Wawancara mengacu pada penulis untuk melakukan dan 

mengumpulkan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara 

atau mengajukan beberapa pertanyaan dan jawaban kepada 

narasumber ataupun informan. Sedangkan dokumentasi adalah 

pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa 

salinan putusan dari kasus pencurian. 

 
 

6. Analisa Data 

 

Pengolahan dan analisis data yang digunakan pada saat 

penulisan ini adalah melalui analisis kualitatif. Data yang diperoleh 
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dari penelitian ini diolah menjadi rangkaian kata, kemudian setelah 

dikumpulkan dan dicatat oleh penulis, data tersebut menjadi hasil 

objek peneltian dan dikaitkan dengan kejadian-kejadian di sekitar 

objek penelitian. 

 

 

7. Metode Penarikan Kesimpulan 

 

Setelah mendapatkan data yang diperlukan dari lokasi 

penelitian, kesimpulan dapat ditarik, dan metode untuk 

memperoleh kesimpulan adalah dengan menarik kesimpulan secara 

deduktif dan masalah umum ke dalam hal-hal tertentu. Analisis 

data kualitatif juga bertujuan untuk mengungkap signifikasi 

peneltian dengan mengumpulkan data menurut kategori tertentu. 
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BAB II 

 

 

TINJAUAN UMUM 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian 

 

1. Pengertian Pencurian 

 
Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan 

individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat 

dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata pencurian dalam Bahasa Indonesia, 

berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an”,  

sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti 

proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan 

yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat 

sekitar kita. 

Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena 

banyaknya kesempatan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa 

mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan 

jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka 

dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang 

siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan 

orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, 

dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) 
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tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.00,- (Sembilan ratus rupiah)”. 

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik 

pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang 

merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. 

 

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: 

pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif. 

1. Pencurian secara aktif: 

 

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain 

tanpa sepengetahuan pemilik. 

2. Pencurian secara pasif: Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa 

yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan 

atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. 

Dalam Kamus Hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara 

mencuri. (Sudarsono, 2007 hal:85). 

2. Unsur-Unsur Pencurian 

 

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam 

beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUHP berbunyi: 

“Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan 

memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan 

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp.900.00,- (Sembilan ratus rupiah)”. Namun dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga 

pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut 

dapat kita lihat unsur- unsurnya sebagai berikut: 
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1. Mengambil barang: 

 

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. 

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-

jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim 

masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir 

dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang 

ditempatkan dibawah keran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat 

dicuri dengan sepotong kawat. 

2. Yang diambil harus sesuatu barang Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak 

pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban. Maka barang yang diambil 

haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan 

berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang 

membutuhkanya. 

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 

 

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa 

barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan 

orang yang mengambil tersebut. 

1. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang 

 

itu dengan melawan hukum (melawan hak). Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa 

timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku 

untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak 

perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan 

cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan dari si 

pemiliknya. 
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Jadi, dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu 

hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata 

berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat 

kita lihat secara teliti dan jelas serta tidak ada menentukan bagaimana yang 

dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil. 

Jadi, dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan 

mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan 

hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut. 

Jadi demikian jelaslah dengan kita ketahui bahwa adapun yang 

dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang 

yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan 

hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian 

tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang 

diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUHP yaitu dilakukan 

pelaku: 

1. Pada waktu terjadi kebakaran. 

 

2. Pada waktu terjadi ledakan. 

 

3. Pada waktu terjadi bahaya banjir. 

 

4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut. 

 

5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi. 
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6. Pada waktu ada kapal karam. 

 

7. Pada waktu ada kapal terdampar. 

 

8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api. 

 

9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan. 

 

10. Pada waktu terjadi huru hara. 

 

11. Pada waktu terjadi bahaya perang. (P.A.F Lamintang, 2009. hal:42). 

 

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan 

perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 Ayat 

(3) KUHP, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni 

juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam. Unsur-unsur yang 

memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH 

Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari 

yakni: 

1. Di dalam suatu tempat kediaman. 

 

2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat 

kediaman ataupun. 

3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau 

bertentangan dengan keinginan orang yang berhak. 
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Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan 

undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam 

dengan matahari terbit. 

3. Jenis-Jenis Pencurian 

 

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan 

tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum 

pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis 

besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana 

pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian 

pemberatan dan pencurian ringan. 

Mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian 

diantaranya adalah: 

1. Pencurian ternak. 

 

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya. 

 

3. Pencurian pada waktu malam. 

 

4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama. 

 

5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak. 

 

6. Pencurian dengan perkosaan. 

 

7. Pencurian ringan. 
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Penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis 

besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan 

pencurian ringan. Mengenai ketiga ketetuan pencurian yang penulis maksudkan 

diatur dalam Pasal 362, 363, dan 364 KUH Pidana. 

Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 

363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut: 

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena: 

 

1. Pencurian hewan. 

 

2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, 

letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru- 

hara, pemberontakan atau kesengsaraan. 

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang 

tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan 

atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. 

4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. 

 

5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu 

atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, 

memecah atau memanjat atau dengan dengan jalan memakai kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian atau jabatan palsu. 



38  

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam 

hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 363 KUHP. Mengenai pencurian dengan pemberatan ini dalam 

KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal: 

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut: 

 

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun dihukum 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan 

terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu 

jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi 

kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya 

barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. 

2. Hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, dijatuhkan 

apabila: 

a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau 

pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam 

kereta api atau trem yang sedang berjalan. 

b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih. 

 

c. Jika yang tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan 

membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian atau jabatan palsu. 

d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat. 



39  

3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan 

 

jika karena perbuatan itu ada orang mati. 4. Hukuman mati atau hukuman penjara 

seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun 

dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau 

mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh 

salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3. 

 

Dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya 

istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah 

pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita 

bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut. 

Uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di 

atas sebagaimana yang diatur tersebut, haruslah disertai dengan salah satu keadaan 

sebagai berikut: 

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua 

macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena 

hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting. 

2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal 

ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang 

semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang 

mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan 

adalah orang yang rendah budinya. 
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3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya. 

4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Supaya masuk 

dalam hal ini maka 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus betindak sebagai 

pembuat atau turut melakukan. 

5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk 

mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan 

melakukan perbuatan dengan cara kekerasan. 

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dengan Pemberatan beserta 

Pengaturannya 

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi 

(gequalificeerde deifstal) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau 

dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam 

dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman 

penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP 

pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. 

Pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde deifstal) adalah pencurian 

yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang 

pokok, yang karena ditambah dengan lainlain unsur, sehingga ancaman 

hukumannya menjadi diperberat. 
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Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa 

maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, 

sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya 

lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan 

pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh 

masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara 

psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya 

dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi 

secara serius. 

Pada pasal 363 KUHP membahas tindakan pidana pencurian dengan 

pemberatan dimana menunjuk pada suatu tindak pidana kejahatan pencurian yang 

dilakukan melalui cara-cara tertntu atau dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga 

bersifat lebih berat dan karenanya pula dapat diancam dengan pidana yang lebih 

berat dari pencurian biasa. 

Pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 

KUHP merupakan tindak pidana pencurian berat, dan bentuk utama pencurian 

harus dibuktikan terlebih dahulu.Dihukum maksimal tujuh tahun penjara.Dalam 

hasil ini, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip. Pasal 364 KUHP 

membahas tentang pencurian ringan, jika nilai barang yang diicuri tidak melebihi 

Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) berarti pasal ini merupakan pasal tidur dan 

menunggu hukum untuk mengubahnya agar sesuai dengan ketentuan yang aturan 

hukum yang sekarang. Misal, nilai rupiah saat ini dinaikkan 10.000 kali lipat 

menjadi 2 juta rupiah. 32. 
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Suatu tindak pidana pencurian dapat dikatakan apabila seseorang mengambil 

secara paksa benda atau barang yang bukan milik mereka dengan niat untuk 

memiliki benda atau barang tersebut. Namun, di dalam pembahasan tindak pidana 

pencurian ini, penulis akan membahas beberapa perbedaan antara pencurian 

dengan penggelapan, penipuan serta pemberatan.9 

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian 

biasa (Pasal 362 KUHP).Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh 

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Karena sifatnya, 

maka pencurian ini diperberat ancaman pidananya.Pencurian jenis ini dinamakan 

juga pencurian dengan kualifikasi (gegualificeerd diefstal). 33 

Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 

ini berbunyi sebagai berikut : 

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena:  

 Pencurian hewan 

 Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa 

 

 laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, 

huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan 

 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang 

tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan 

setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. 

32 Ibid 
33 Ibid 
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Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. 

 

Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu 

atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, 

memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu 

atau pakaian jabatan palsu. 

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai 

dalam beberapa pasal, yaitu : 

Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut : 

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian 

yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, 

dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap 

tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut 

melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu 

tetap ada di tangannya. 

Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan : 

 

Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau 

pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam 

kereta api atau terem yang sedang berjalan. 

Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. 
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Jika ditersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan 

membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian jabatan palsu. 

Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat. 

 

(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena 

perbuatan itu ada orang mati. 

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara 

sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu 

menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang 

bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam 

No. 1 dan 3. 

 
C. Tinjauan Umum tentang Wilayah Hukum Polsekta Bukit Raya 

 

Kecamatan Bukit raya merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota 

Pekanbaru. Luas wilayah Kecamatan Bukitraya adalah 22,05 km2 , terdiri atas 56 

RW dan 230 RT dengan jumlah penduduk 99.375 Jiwa. Adapun luas masing-

masing kelurahan sebagai berikut : 

 Kelurahan Simpang Tiga : 13,65 km2 

 Kelurahan Tangkerang Selatan : 3,09 km2  

 Kelurahan Tangkerang Utara : 2,64 km2 
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Keluraahan Tangkerang Labuai : 2,67 km2. 
 

Batas-batas wilayah Kecamatan Bukit raya adalah: 

 

Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya 

Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai 

Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Sail 

Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar. 

 

Kapolresta (Kepolisian Resort Kota) Pekanbaru 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah 

Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, dan optimalisasi pencapaian 

sasaran fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta 

kepentingan pelaksanan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka 

disusun Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Daerah Hukum Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Pembagian daerah hukum kepolisian tersebut 

diusahakan harmonis, sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah administrasi 

Pemerintahan Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, namun 

demikian untuk daerah tertentu berdasarkan pertimbangan kepentingan 

pelaksanaan fungsi dan peran kepolisian, kemampuan Kepolisian Negara 
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 Republik Indonesia, luas wilayah serta keadaan penduduk, daerah 

hukum kepolisian berbeda dari wilayah administrasi Pemerintahan Daerah. 

Adapun instansi kepolisian yang berada dibawah naungan Polres Kota 

Pekanbaru, yaitu : 

 Polsek Kota Pekanbaru 

 Polsek Senapelan 

 Polsek Tampan, 

 Polsek Bukit Raya, 

 Polsek Sukajadi 

 Polsek Payung Sekaki 

 Polsek Lima Puluh Kota 

 Polsek Rumbai 

 Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya. 

Polsek Bukit Raya merupakan salah satu instansi kepolisian yang berada di bawah 

naungan Polres Kota Pekanbaru yang mengawasi 2 (Dua) kecamatan yaitu :Kecamatan 

Marpoyan Damai Kecamatan Bukit Raya 

Polsek Bukit Raya berdiri pada tahun 1987, merupakan salah satu Polsek dibawah 

naungan Polres Kota Pekanbaru. Polsek Bukit Raya bertempat di Jl. Unggas 68 
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kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, lokasi kantor yang sangat strategis di 

Kecamatan Bukit Raya dan terletak jalan raya sehingga mempermudahkan 

masyarakat dalam proses pelayanan dalam penegakan hukum. 

Batas-batas wilayah di Polsek bukit raya yaitu: 

 

Utara wilayah hukum Polsek Bukit Raya berbatasan dengan kecamatan sail, 

Selatan dengan Kabupaten Kampar, 

Barat dengan Kecamatan Marpoyan Damai dan di Timur dengan Kecamatan 

Tenayan Raya. Adapun wilayah hukum Polsek Bukit Raya yaitu kecamatan Bukit 

Raya yang didalamnya memiliki 4 (empat) kelurahan yang sebagai berikut : 

Kelurahan Simpang Tiga : 13,65 km 2 

Kelurahan Tengkerang Selatan : 3,09 km 2 

Kelurahan Tengkerang Utara : 2,64 km 2 

Kelurahan Tengkerang Labuai :2,67 km 2 

Kelurahan Air Dingin. 

Polsek Bukit Raya yang berada di wilayah Polres Kota Pekanbaru bertugas 

menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan 

kertertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah 

hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam 

organisasi Polri. 
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Polsek Bukit Raya kota Pekanbaru memiliki 22 (Dua puluh dua) orang personil 

yang diletakkan di berbagai bidang keahlian, sebagai berikut : 

 

 

NO NAMA PANGKAT/ NRP JABATAN 

1 ACHDA FERI, SH AKP NRP/ 72020021 KAPOLSEK 

2 YAHYAHLUDIN AKP NRP/ 64120089 WAKAPOLSEK 

3 DODI VIVINO IPTU NRP/ 83010275 KANIT 

RESKRIM 

4 HASRIYAL IPDA NRP/ 72040409 PANIT I 

RESKRIM 

5 ALWIN HAMIDI AIPTU NRP/ 64110207 PANIT II UNIT 

RESKRIM 

6  

OKTO WAHYUDI, 

S. Fil 

 

IPDA NRP/ 84101214 
PANIT III 

RESKRIM 

7 BRIPKA H. LUBIS - BA 

MINRESKRIM 

8 YULISA PUTRI A., 

SE 

- BA 

MINRESKRIM 

9 AIPDA RIKO 

PURWANTO 

- TEAM I 

10 BRIPKA BOBY 

TRIANTORO 

- TEAM I 

11 BRIPTU DIKO 

TRISNAN B. 

 

- 
TEAM I 

 

 

12 BRIPKA HENDRA 

GUNAWAN 

- TEAM II 

13 BRIPKA JONI 

FADILLA 

- TEAM II 

14 BRIPKA HERMAN 

ZAMRONI, S. Psi 

- TEAM II 

15 AIPTU E. HAREFA - TEAM III 
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16 AIPDA NALAN 

HARYANTO, 

SH 

 

- 

 

TEAM III 

17 AIPDA 

GOODWIN 

SITORUS 

- TEAM IV 

18 BRIPKA SIGIT 

HUSYNUL A. 
SH 

- TEAM IV 

19 AIPDA 

NOFRIADI 

- TEAM OPSNAL 

20 BRIPKA 

ABDUL HAVID 

 

- 

 

TEAM OPSNAL 

21 BRIGADIR 

MARWAN 

SEPTIO 

 

- 
TEAM OPSNAL 

 

22 BRIGADIR 

IAWAN 

SAPUTRA 

 

- 

 

TEAM OPSNAL 

. 
Table 1.3 

Sumber Data Polsekta Bukit Raya Pekanbaru 
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Visi dan Misi Polsekta Bukit Raya Pekanbaru. 

 

Visi 

Mampu menjadi pelindung pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam 

kehidupan masyarakat demokratis. Dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan 

penegakan hukum secara professional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai 

dan sopremasi hukum dan HAM. Bersama masyarakat memelihara stabilitas 

kamtibmas agar tetap kondusif sehingga terwujudnya keamanan dan ketentraman. 

Misi 

Menciptakan rasa aman dan mencegah timbulnya kejahatan setiap saat dengan 

tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Memberikan pengayoman, 

perlindungan dan pelayanan masyarakat dengan mudah dan tidak berbelit-belit 

sehingga terbebas dari rasa takut. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang 

hukum, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat. 
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Menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan 

menegakan secara objektif, proposional dan transparan dan akuntabel. 

Pembagian Tugas dan Wewenang di Polsek Bukit Raya 

 

1. Kepala Polisi Sektor (KAPOLSEK) 

 

Kapolsek bertugas Memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan- 

satuan organisasi dalam lingkungan Polsek serta memberikan saran pertimbangan 

dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres. 

Tugas dan Wewenang : 

 

Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres khususnya mengenai hal- 

hal yang berhubungan dibidang tugasnya. 

Menyusun rencana dan program kegiatan polsek sebagai penjabaran dari rencana 

pogram kegiatan Polres serta mengarahkan pengawasan dan dalam pelaksanaanya 

guna menjamin sasaran secara berhasil dan berdaya guna. 

Memimpin Polsek sehingga terjamin pelaksanaan fungsi-fungsi. 

Membina disiplin, tata tertib kesadaran hukum dalam lingkungan Polsek. 

Melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional 

Polsek. 
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Mengadakan kordinasi dan pengawasan serta memberikan arahan dan bimbingan 

teknis terhadap pelaksanaan fungsi Kepolisian serta keamanan dan ketertiban 

masyarakat dalam wilayah sesuai dengan kedudukan dan serta batas wewenang 

dan tanggung jawab 

 

 

 
2. Unit Provos 

 

Unit Provos merupakan unsur pengawas yang berada dibawah Kapolsek dan di 

pimpin Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek. Dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kapolsek. 

Tugas dan wewenang : 

 

Melaksanakan pembinaan disiplin personil. 

 

Memlihara ketertiban, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan 

disiplin dank ode etik profesi Polri. 

Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku 

dan tindakan personil Polri. 

Menyelenggarakan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan 

tindakan personil. 

Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personil 

Polsek yang sedang dan menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi. 
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3. SIUM 

 

Sium adalah unsur pembantu dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek. 

Tugas dan Wewenang: 

Melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespudensi. 

Ketatausahaan Perkantoran, kearsipan serta Dokumentasi. 

Menyelenggarakan pelayanan keuangan yang meliputi permintaan gaji, 

penyaluran gaji, permintaan dana satuan, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaanya. 

Menyelenggarakan penyusunan penyelenggaraan program / program kerja dan 

anggaran tingkat Polsek, administrasi personel yang berkaitan dengan kenaikan 

pangkat, pensiun, gaji berkala, izin, cuti anggota serta penerimaan dan penyaluran 

logistic. 

Kasium dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya dibantu oleh Bamin, 

Bataud dan Batahti. 

4. SPK Terpadu 

 

SPKT adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polsek yang terdiri dari 3 (tiga) unit 

dan disusun berdasarkan pembagian waktu (plug/shift) yang berada dibawah 

Kapolsek. 
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Tugas dan Wewenang : 

 

Memberikan pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, 

dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, 

permintaan bantuan/pertolongan Kepolisian, penjaga markas termasuk penjaga 

tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Polsek. 

Menyelesaikan perkara ringan/perselishan antar warga sesuai ketentuan hukum 

dan kebijakan dalam organisasi Polri. 

5. Unit Intelkam 

 

Unit Intelkam adalah Unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah 

Kapolsek. 

Tugas dan Wewenang : 

 

Menyelenggarakan atau membina fungsi intelijen di bidang keamanan, termasuk 

persandian dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin keramaian/kegiatan 

warga masyarakat di wilayah Polsek. 

Memberikan surat izin terhadap kegiatan catatan criminal (SKCK) kepada warga 

masyarakat untuk melamar pekerjaan, melanjutkan sekolah dan keperluan lain. 

6. Unit Reskrim 

 

Unit Reskrim adalah Unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah 

Kapolsek. 
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Tugas dan Wewenang : 

 

Menyelenggarakan/membina fungsi penyidikan dan penyidikan tindak pidana. 

 

Memberikan pelayanan/perlidungan khusus kepada korban/pelaku serta 

menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan atau 

pelayanan umum dan serta adminitrasi penyidikan. 

7. Unit Binmas 

 

Unit Binmas adalah Unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah 

Kapolsek. 

Tugas dan Wewenang : 

 

 Melaksanakan operasional Polri secara professional, transparan dan 

akuntabel 

 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar taat dan patuh pada 

hokum 

 Melaksanakan upaya internalisasi di lingkungan seluruh anggota Polri 

 

 Penguasaan dan pemahaman Perpolisian Masyarakat 

 

 Menggiatkan secara terus menerus siskamling 

 

 Meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat 

 

 Meningkatkan jalinan kerjasama dan kemitraan 
 

 Mendimanisir Sat. Pol. PP selaku aparat Pemerintah Daerah. 
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BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Penyidikan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan 

Pemberatan di Polsekta Bukit Raya 

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia secara luas. 

Agar kepentingan orang banyak tersebut dapat terlindungi, maka penerapan 

hukum harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Walaupun begitu, 

terkadang dalam upaya pelaksanaan hukum masih dapat berpotensi terjadi 

pelanggaran hukum. Penegakan dalam suatu upaya penegakan hukum, ada 3 

(tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu, Kepastian hukum, kemanfaatan 

(zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit). Hukum diharapkan oleh 

masyarakat dapat diterapkan dalam suatu kasus yang konkret. Oleh karena itu, 

unsur kepastian hukum sangat penting. 

Tugas kepolisian tidak hanya kaitannya dengan proses penegakan 

hukum saja, tetapi juga terkait langkah-langkah untuk menanggulangi 

terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya penanggulangan kejahatan 

tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang 

semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun ke 

tahun ini perlu dilakukannya penanggulangan kejahatan khususnya oleh pihak 

Kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk ditahun selanjutnya. 
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Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi menjadi 2 (dua) 

kelompok besar, yaitu pencegahan bersifat fisik yang dilakukan dengan 

mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli. Kemudian pencegahan yang 

bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, 

arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta 

memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan. 

Penegakan hukum secara represif adalah tindakan untuk menindak suatu 

kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan 

ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh 

petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi 

keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. 

Kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yuridis 

terhadap tindakan menyimpang.48 Lalu unsur kemanfaatan dalam penegakan 

hukum memiliki makna bahwa masyarakat mengharapakan ada manfaat yang 

timbul dalam upaya penegakan hukum. Unsur yang ketiga adalah unsur 

keadilan yang memiliki makna bahwa hukum memiliki sifat yang umum 

mengikat semua orang dan juga menyamaratakan.49 Penegakan hukum atau 

dalam bahasa inggris disebut dengan law enforcement memiliki definisi yamg 

beragam. Berikut adalah pendapat ahli tentang pengertian dari penegakan 

hukum : 
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a. Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian dari penegakan hukum adalah 

sebagai berikut: “Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum 

yaitu pikiran-pikiran dari badanbadan pembuat undang-undang yang 

dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian 

menjadi kenyataan.” 50  

b. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan 

berupa penyelarasan nilai-nilai yang ada serta penerapan dalam sikap dan 

tindakan sebagai tahap penjabaran nilai-nilai guna menciptakan dan 

memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan di tengah 

masyarakat.  

c. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum dapat juga disebut sebagai 

mempertahankan hukum, di mana memuat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan 

memelihara hukum agar tetap dipatuhi dan mencegah serta menindak apabila 

terjadi pelanggaran. 

Kajian yang berkaitan tindak pidana tentu tidak terlepas salah satu 

objeknya yaitu kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu fenomena yang ada 

di tengah masyarakat Indonesia, Tindak pidana pencurian dengan pemberatan 

atau juga biasa disebut dengan curat oleh pihak kepolisian. 

Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan dalam diri 

manusia yaitu Faktor Endogen dan Eksogen. Faktor Endogen adalah 

dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri bahwa kebenaran relatif bias 

menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya dan fanatis 

yang berlebihan.
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 Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang 

menyudutkan dirinya, maka kejahatan akan terjadi sebagai pelampiasan untuk 

menunjukkan dialah yang benar, sementara Faktor Eksogen adalah faktor 

yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang dikatakan cukup kompleks 

dan bervariasi.  

Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan 

sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan 

yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, 

ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minuman-minuman keras, 

dan obat obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar, hawa nafsu yang 

kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh 

ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan 

hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk mencoba 

melakukan perbuatan jahat. 

Pengertian Penegakan Hukum 

 

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa 

hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor 

perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk 

mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum 

sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan 

pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan 

memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah 

hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat 

melembaga dalam masyarakat.
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Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan 

penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses 

hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta 

administrasi keadilan. Satjipto Raharjo (2000 ; 175-183) menyampaikan 

pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah 

pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. 

Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan 

konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan 

penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, 

atau dalam istilah bahasa asing sering disebut rechistoepassing dan 

rechtshandhaving (Belanda), law enforcement dan application (Amerika). 

 

Faktor Penegak Hukum  

Faktor aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya penegakan 

hukum. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum merupakan panutan bagi 

masyarakat, sehingga setiap perilaku dan tindakan yang dilakukan harus 

menjadi teladan yang baik. Hal-hal yang dapat menjadi halangan dalam 

penegakan hukum ditinjau dari segi aparat penegak hukumnya adalah sebagai 

berikut:  

1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peanan dalam 

berinteraksi dengan pihak lain;  

2) Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah 

3) Keinginan yang kurang untuk memikirkan masa depan; 



61  

 

4) Belum mampu menunda pemenuhan keinginan kebutuhan tertentu;  

5) Kurangnya inovasi yang dikembangkan. 

Aparat penegak hukum juga dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor berikut dalam 

proses bekerjanya yaitu :  

1) Institusi dan sarana serta fasilitas pendukungnya  

2) Budaya kerja yang berhubungan dengan aparat dan kesejahteraanya  

3)Perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan serta 

menjadi materi hukum yang membentuk standar kerja. 

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Unit Reskrim Polsekta Bukit 

Raya bahwa dalam menangani perkara pencurian dengan pemberatan Pasal 

363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini 

berbunyi sebagai berikut : 

- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena 

 

1. Pencurian hewan 

 

2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa 

laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta 

api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan  

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 

yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di ditu 

setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. 

4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
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5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat 

kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan 

membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci 

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita 

jumpai dalam beberapa pasal : 

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut : 

 

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan 

terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan 

pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya 

sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan 

melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. 

Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan : 

 

1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah 

rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan 

umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan. 

2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau 

lebih. 

3. Jika ditersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan 

 

jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian jabatan palsu.
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4. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat. 

 

Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena 

perbuatan itu ada orang mati. 

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara 

sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu 

menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua 

orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang 

diterangkan dalam No. 1 dan 3. 

Selain itu juga, menurut keterangan wawancara penulis dengan Unit 

Reskrim Polsekta Bukit Raya penyebab terjadinya kasus pencurian dengan 

pemberatan ini yang pertama ialah kelalaian si korban, yang mana si korban 

ini terlihat sepele terhadap barang ataupun benda yang dimiliki nya, 

contohnya seperti saat si korban ingin pergi ke pasar menggunakan sepeda 

motor, lalu kunci motor nya tertinggal begitu saja pada motor tersebut, 

sehingga memudahkan atau memberikan kesempatan terhadap pelaku 

pencurian untuk melaksanakan tindakannya tersebut, karena pada dasarnya 

tindakan pencurian muncul karena ada yang namanya kesempatan dan niat 

menurut wawancara penulis terhadap Unit Reskrim Polsekta Bukit Raya, jika 

sudah bertemu pada kesempatan dan niat maka timbullah suatu kejahatan 

tersebut.
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Selain itu, untuk melakukan tindakan pencurian tersebut tidak hanya 

dilakukan oleh kalangan usia orang dewasa saja, melainkan dari kalangan 

anak-anak dibawah umur pun juga masih ditemukan telah melakukan 

tindakan pencurian tersebut. Maka dari itu, bisa dilihat bahwa dari tindakan 

ini dilakukan tidak hanya dari satu kalangan saja melainkan dari berbagai 

macam kalangan. 

Menurut Unit Reskrim Polsekta Bukit Raya untuk melakukan 

penanggulangan ataupun juga upaya dalam menangani kasus jika terjadinya 

pencurian tersebut ialah dari pihak kepolisiannya harus melakukan tindakan 

setelah ada nya laporan dari masyarakat dari tempat terjadinya suatu perkara 

tindak pidana pencurian tersebut, selanjut nya setelah laporan dari masyarakat 

tersebut diterima oleh pihak kepolisian langkah selanjutnya ialah tahap 

penyelidikan terhadap kasus tersebut, yang mana dimulai dari tempat lokasi 

terjadi nya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian 

mengumpulkan alat-alat bukti yang mana guna nya untuk mengetahui apa saja 

benda ataupun barang yang digunakan pelaku dalam melakukan tindakan 

tersebut, lalu polisi juga harus menelusuri siapa saja korban atas terjadi nya 

tindak pencurian dengan pemberatan, dan yang terakhir berapa kerugian yang 

terjadi pada korban akibat terjadi nya pencurian dengan pemberatan ini, 

setelah dari semua nya itu terkumpulkan atau sudah memenuhi SOP, maka 

selanjutnya pihak kepolisian melakukan yang nama nya gelar perkara bersama 

dengan pihak Kapolsek dan Kanit.
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Setelah gelar perkara tersebut dilakukan dan semua nya sudah lengkap, 

maka akan diserahkan pada pihak Kejaksaan, dan setelah dari pihak 

Kejaksaan maka bisa dilakukan yang namanya Tahap Penyidikan. 

Menurut Soerjono Soekanto, Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta 

arah operasi khususnya bagi aparat Kepolisian maka disusun dalam tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan 

lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam 

rangka peningkatan. 

b. Penindakan. Adanya tahapan ini untuk melakukan penangkapan para 

pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka 

penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil hasil 

penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan 

sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka yang 

keluar dari daerah tersebut. 

c. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau 

penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan perang melalui media 

elektronik, media cetak dan adanya evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi 

keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir.  

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, 

pre-emtif, preventif dan represif.
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a. Upaya Pre-emtif 

 

Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak 

Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang 

dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 

menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma 

tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada 

kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan 

hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif 

faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 

Dalam upaya penanggulangan pre-emtif ini pihak Kepolisian sebagai 

penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingya 

menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang 

menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa 

memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum 

agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan 

pelajaran akhlak untuk masyarakat. 

Selain Kepolisian dan Ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini 

adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa 

mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang 

massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang 

ditimbulkan seacara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat 

yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.
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Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua 

peraturan yang ada agar tidak melakukan tindak pidana jenis kejahatan 

apapun, termasuk kejahatan pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan 

umum yang sedang marak terjadi. 

b. Upaya Preventif 

 

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre- 

emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 

Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 

melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik 

penjahat menjadi lebih baik kembali. Pihak Kepolisian dalam upaya ini 

melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan 

pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa 

meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. 

Dalam Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan 

dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur 

tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.
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B. Hambatan Penyidikan Hukum di Polsekta Bukit Raya 

 

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan adalah tugas kepolisian, khususnya dalam mengungkap kasus- 

kasus yang dilakukan secara terencana oleh pada tersangka. Dengan tingkat 

profesionalismenya yang tinggi dan jaringannya yang relatif luas, maka 

diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan 

hingga menangkap dan memidanakan pelakunya. 

 Namun, fakta menunjukkan bahwa kepolisian pada saat ini masih belum 

sepenuhnya dapat berperan melakukan fungsi sebagai penegakan hukum di 

tengah-tengah masyarakat sekitar, khususnya penegakan hukum terhadap 

pelaku pencurian dengan kekerasan. 

Hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa kasus pencurian 

dengan pemberatan yang tidak dapat di tindaklanjuti dengan berbagai alasan, 

sehingga pelakunya tetap bebas berkeliaran dan akan mengulangi aksinya 

kepada korban yang berbeda. Dikarenakannya masih kurang maksimum peran 

kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan disebabkan adanya beberapa jumlah faktor kendala yang 

dihadapi.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Polsekta Bukit Raya 

ini sebenarnya sudah banyak melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku 

pencurian, dan sudah ada target-target terhadap pelaku tersebut. Target yang 

dimaksud oleh pihak Polsekta Bukit Raya itu sendiri ialah pelaku yang sudah 

pernah ditangkap dan kemudian melakukan tindakan itu lagi, sehingga dari 

pihak kepolisian melakukan penangkapan kembali terhadap pelaku pencurian 

tersebut. Namun, dari penjelasan diatas walaupun dari pihak kepolisian 

Polsekta Bukit Raya sudah melakukan banyak penangkapan terhadap pelaku 

pencurian, masih saja ditemukan adanya kendala ataupun hambatan saat 

melakukan penangkapan ialah : 

a. Banyak tempat terjadi nya pencurian ini tetapi tidak diketahui oleh pihak 

kepolisian karena tidak adanya laporan dari masyarakat setempat 

b. Tersangka Mudah Melarikan Diri Jika tersangka tidak dapat ditangkap 

karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum akan terkendala, karena 

penyidik tidak dapat menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada jaksa 

penuntut umum bersama dengan tersangkanya. Pada sisi lain seorang 

tersangka tidak menyandang statusnya selamanya, tetapi terdapat batas waktu 

dimana status tersebut dinyatakan kadaluarsa. Banyak kasus dimana tersangka 

benar-benar tidak dapat ditemukan sehingga dianggap bahwa upaya 

penegakan hukum telah mengalami kegagalan.
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c. Pelaku Menghilangkan Alat Bukti Adanya upaya dari tersangka atau 

pelaku untuk menghilangkan jejak dengan menghapus atau menghilangkan 

semua alat bukti yang dapat mengarah kepadanya yang dilakukan pada saat 

kejadian perkara, akan menyebabkan kesulitan bagi penyidik untuk 

memperoleh alat bukti yang dapat dihubungkan dengan tersangka. 

Bahkan terdapat kemungkinan bahwa korban juga tidak dapat melihat 

wajah dari tersangka. Dengan tidak adanya pengenalan wajah ataupun sketsa 

wajah akan membuat penyidik semakin kesulitan menemukan tersangka, 

dimana pelaku secara sengaja menggunakan penutup kepala pada saat 

melakukan aksinya. Hal ini akan menyebabkan proses penyidikan menjadi 

berjalan sangat lambat bahkan mungkin dinyatakan gagal. 

 Upaya pelaku menghilangkan alat bukti secara rapih dan korban juga 

tidak dapat memberikan ciri-ciri pelaku, maka kasus tersebut kemungkinan 

akan ditutup tanpa tindak lanjut, karena tidak adanya alat bukti yang dapat 

diarahkan untuk menangkap pelakunya. Padahal terdapat kemungkinan bahwa 

pelaku justru berada dan bebas berkeliaran disekitar kediaman korban. 

Maka dari wawancara penulis dengan pihak kepolisian adalah walaupun 

kinerja para pihak kepolisian telah melakukan perannya sebagai penegak 

hukum adapun beberapa hambatan yang dialami oleh kepolisian. Sehingga hal 

ini lah yang menjadi problema para penegak hukum untuk menindak lanjutin 

akan aksi kriminal terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan.
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Meskipun begitu, banyak juga tindakan-tindakan kecurangan yang 

dilakukan oleh pelaku yang mana salah satunya adalah menghilangkan barang 

bukti yang menjadi barang sitaan untuk pelaporan nanti. Partisipasi dengan 

masyarakat sekitar seharusnya juga perlu ditingkatkan lebih lanjut. Sehingga 

membentuk kerjsama antar sesama unsur dalam memberantas pencurian 

dengan pemberatan tersebut. 

Menurut dari observasi penulis, diperlukan adanya kerjasama dengan 

masyarakat agar terciptanya rasa aman ditengah masyarakat. Serta melaukakn 

sosialiasi hukum dengan masyarakat sekitar. Sehingga hal ini dapat menjadi 

edukasi bagi masyarakat 

Unsur masyarakat merupakan unsur terpenting bagi penegak hukum 

yakni kepolisian untuk menangkap dan menindak lanjuti para pelaku 

pencurian dan pemberatan yang mana hal ini harus ditindak dengan tegas agar 

para pelaku dapat merasakan jera atas perbuatannya. 

Namun disisi lain bahwasannya harus adanya keterlibatan teknologi 

untuk membantu dalam proses pencurian dengan pemberatan. Sangat 

diperlukan sekali bahwasannya masyarakat juga memakai teknologi tersebut. 

Sebut saja misalnya CCTV yang menjadi salah satu bukti akurat dalam 

penindakan kriminalitas tersebut. Dalam hal ini akan sangat membantu para 

penegak hukum kepolisian dalam menangkap pelaku tersebut.
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Teknologi pun harus juga digunakan pada zaman ini. Sebagai masyarakat 

yang dinamis dan terus menerus melakukan perubahan pada zamanannya. 

Kita tidak bisa menghindarkan diri dengan teknologi. Bagaimana pun juga 

kita juga membutuhkan teknologi dan teknologi juga membutuhkan kita 

sebagi pengguna. 

CCTV sangat memudahkan para penegak hukum untuk menjadi alat 

bukti yang sah, maksudnya pelaku akan mengakui atas apa yang telah 

dilakukannya karena bagaimana pun juga pelaku tidak dapat menghindari 

tersebut. 

Sebagai penegak hukum yang menjalankan hukuman yang telah diatur 

dalam KUHP dan KUHAP juga harus memberlakukan sanksi sosial terhadap 

pelaku. Agar pelaku dapat mengakui tindak kejahatannya. Menurut observasi 

penulis, sanksi sosial juga berperan aktif dalam memberikan efek jera. 

Kepercayaan pada seseorang bisa saja pecah karena suatu kesalahan yang 

fatal. Dengan sanksi sosial ini, kepercayaan pelaku pun bisa saja belum dapat 

diterima kembali oleh masyarakat. Kecuali pelaku tersebut berjanji dan 

mengubah dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya.
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Masyarakat juga memberikan sanksi sosial kepada pelaku dan hasilnya 

cukup lumayan membuat pelaku sadar atas apa yang telah dilakukannya dulu. 

Sehingga ini menjadi menarik perhatian penulis dalam mengobservasi dalam 

penelitian tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Setelah melakukan penelitian mengenai Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan 

Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsekta 

Bukit Raya Pekanbaru. Maka dari itu, penulis menarik kesimpulan berdasarkan 

data yang penulis paparkan dari bab sebelumnya : 

1. Pada dasarnya tindakan pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur 

dalam pasal 363 KUHP yang mana disebutkan bahwasanya pelaku yang 

melakukan tindakan pidana tersebut dikenakan hukuman 7 tahun penjara dengan 

denda paling banyak Rp. 60,00 (enam puluh rupiah). 

2. Walaupun sudah diatur dalam pasal 363 KUHP nyata nya dilapangan masih 

kerap terjadi hambatan yang dialami oleh Penyidik di Polsekta Bukit Raya 

Pekanbaru, yang mana hambatannya ialah : Kurangnya dan/atau hilang nya 

barang bukti, tidak adanya laporan dari masyarakat terkait tindak pidana tersebut, 

ketika sedang melakukan penangkapan pelaku berhasil kabur dari jangkauan 

polisi. 
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B. SARAN 

 

Adapun saran dari penulis yang dapat dipertimbangkan : 

 

1. Walaupun sudah diatur dalam pasal 363 KUHP sebaik mungkin adanya 

ketegasan dari regulasi untuk menindak tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan. Maka dari itu, diperlukannya unsur-unsur penegak hukum untuk bisa 

tegas dalam menyikapi kejahatan tersebut agar para pelaku dapat merasakan jera. 

2. Walaupun dalam prakteknya memiliki hambatan dalam proses penyidikan 

diharapkan adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat wilayah hukum 

sekitar agar proses penyidikan berjalan dengan lancar sehingga menciptakan rasa 

aman pada masyarakat di wilayah tersebut. 
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